
BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN  2010  NOMOR  36

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR  36  TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 18
TAHUN 2007

TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN KETUA,
WAKIL

KETUA DAN ANGGOTA  DPRD KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka menyesuaikan tingkat kewajaran tunjangan

perumahan  untuk  Ketua,  Wakil  Ketua  dan  Anggota  DPRD
Kabupaten Kerinci,  perlu disesuaikan dengan harga sewa rumah
yang berlaku setempat;.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf  a,  perlu  menetapkan  Peraturan  Bupati  Kerinci  Nomor  18
Tahun  2007  tentang  Penetapan  Tunjuangan  Perumahan  Ketua,
Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci.

Mengingat  :
1. Undang-Undang  Nomor  58  Tahun  1958  tentang  Penetapan

Undang-Undang  Darurat  Nomor  21  Tahun  1957  tentang
Pengubahan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1956  tentang
Pembentukan  Daerah  Swatantra  Tingkat  II  Dalam  Lingkungan
Daerah  Swatantra  Tingkat  I  Sumatera  Tengah  sebagai  Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
108,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
1643); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
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(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  53,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor  12  Tahun  2008 tentang  Perubahan Kedua Atas  Undang-
Undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang  –Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan
Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan
Protokoler  dan  Keuangan  Pimpinan  dan  Anggota  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Nagara Republik Indonesia
Tahun  2004  Nomor   90,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Nomor  4416)  sebagaimana  telah  diubah  tiga  kali
terakhir dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2005 Nomor  140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan  Pemerintahan  antara  Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah
Provinsi  dan  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/  Kota  (Lembaran
Negara  Tahun  2005  Nomor  140,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi  Perangkat  Daerah  (Lembaran  Negara  Tahun  2007
Nomor  89,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4741);

11. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun
2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sabagaimana  telah  diubah  dengan   Peraturan  Menteri  Dalam

2



Negeri Nomor 59 Tahun 20007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Nergeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2005  tentang
kedudukan  Protokoler  dan  Keuangan  Pimpinan  dan  Anggota
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor  90,  Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  4416);  sebagaiman telah  diubah tiga
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor   47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan  Daerah  Nomor  12  Tahun  2007  tentang
Produk  Hukum  Daerah  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Kerinci
Tahun 2007 Nomor 15,  Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kerinci Nomor 8);

14. Peraturan  Daerah  Nomor  15  Tahun  2007  tentang
Pokok-pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Kerinci
(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Kerinci  Tahun  2007  Nomor  15,
Tambahan  Lembaran  Daerah  Kabupaten  Kerinci  Nomor  8);
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  6
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15
Tahun 20007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten  Kerinci  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Kerinci  Tahun
2008 Nomor 6);

15. Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2009  tentang
Pembentukan,  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Perangkat  Daerah
Kabupaten  Kerinci  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Kerinci  Tahun
2009 Nomor 11);

16. Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun  2008  tentang
Kewenangan  Daerah  Kabupaten  Kerinci  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERATURAN  BUPATI  KERINCI  TENTANG  PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 18 TAHUN  2007 TENTANG
PENETAPAN  TUNJANGAN  PERUMAHAN  KETUA,  WAKIL  KETUA
DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KERINCI.

Pasal I

Satu Pasal  dalam Peraturan Bupati  Kerinci  Nomor  18 Tahun 2007
tentang  Penetapan  tunjangan  Perumahan  Ketua,  Wakil  Ketua  dan
Anggota DPRD Kabupaten Kerinci diubah sabagai berikut :
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I. Ketentuan Bagian  Kedua  Pasal  4   diubah sehingga keseluruhan
pasal 4 berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 4

Besarnya  Tunjangan  Perumahan  untuk  Ketua,  Wakil  Ketua  dan
Anggota DPRD Kabupaten Kerinci di sesuaikan dengan kemampuan
keuangan daerah atau maxsimal sejumlah sebagai berikut :
a. Ketua DPRD : Rp. 4.200.00,-/bulan
b. Wakil Ketua DPRD : Rp.3.800.000,-/bulan
c. Anggota DPRD : Rp.3.500.000,-/bulan

Pasal II

Peraturan  Bupati  ini  berlaku  surut  sejak  tanggal  diundangkan  4
Januari 2010.
Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan
Peraturan  Bupati  ini  dengan  penempatannya  dalam  Berita  Daerah
Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di  Sungai 
Penuh
pada tanggal 24 Maret 
2010

BUPATI  KERINCI,
             dto
H. MURASMAN 

Diundangkan di  Sungai Penuh
pada tanggal 26 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,
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H. DASRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN  2010  NOMOR  36
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